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BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG 
 

 
 
   

NO. 40                              2011                      SERI. E 
 
 

PERATURAN BUPATI KARAWANG 
NOMOR:  40 TAHUN 2011 

 
TENTANG  

 
PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DARI BUPATI KARAWANG 

KEPADA  PERANGKAT DAERAH 
KABUPATEN KARAWANG 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI KARAWANG, 

 
Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah 

Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Pelimpahan 
Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Karawang kepada 
Perangkat Daerah Kabupaten Karawang. 

 
Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Barat; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang  Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian; 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional; 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah; 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 
Modal; 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi  
Perangkat Daerah;  

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Kabupaten Karawang; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2010 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten 
Karawang; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2010 
tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2011 
tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, 
Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. 

 
M E M U T U S K A N : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN 

URUSAN PEMERINTAHAN DARI BUPATI KARAWANG KEPADA 
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG. 

 
BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Karawang beserta Perangkat 
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Karawang. 

4. Perangkat Daerah Kabupaten Karawang adalah unsur pembantu 
Bupati Karawang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

5. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang 
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

6. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 
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7. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang 
menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan 
pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi 
tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, 
melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat. 

8. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib 
diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten 
Karawang berkaitan dengan pelayanan dasar. 

9. Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata 
ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi 
unggulan daerah. 

10. Kebijakan Nasional adalah serangkaian aturan yang dapat berupa 
Norma, Standar, Prosedur dan/atau Kriteria yang ditetapkan 
Pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan 
pemerintahan. 

 
BAB II 

PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN BUPATI  

Pasal 2 
 

(1) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah, Bupati 
melimpahkan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangannya kepada perangkat daerah. 

(2) Rincian dari masing-masing bidang urusan pemerintahan 
sebagamana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

 
BAB  III  

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 3 
 

(1) Bidang Perizinan dan Non Perizinan yang dilimpahkan Bupati 
kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
(BPMPT) dilaksanakan secara bertahap, selama perizinan dan 
non perizinan tersebut belum dapat dilaksanakan oleh BPMPT, 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknisnya tetap 
melaksanakan perizinan dan non perizinan tersebut. 

(2) Pelaksanaan perizinan dan non perizinan pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. 

 
 

BAB  IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 
 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, 
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut 
oleh Bupati. 
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Pasal 5 
 

Pada saat Peraturan  Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 
Karawang Nomor 113 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian 
Urusan Pemerintahan dari Bupati Karawang kepada Organisasi 
Perangkat Daerah Kabupaten Karawang dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 

 
Pasal 6 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Karawang. 
 
 

Ditetapkan di   K a r a w a n g 
pada tanggal 28 Desember 2011                               

BUPATI KARAWANG 
 

ttd 
 
 

A D E   S W A R A 
Diundangkan di K a r a w a n g 
pada tanggal 28 Desember 2011  
 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 

K A R A W A N G, 
 

ttd 
 
 

I M A N  S U M A N T R I 

 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2011 

NOMOR  : 40            SERI  : E         . 
 


